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Abstract

Land registration plays a strategic role in promoting economic growth and improving community
welfare by providing legal certainty regarding land ownership rights. Through programmes such as
the Complete Systematic Land Registration (PTSL) programme, the government is seeking to
accelerate the process of comprehensive and equitable land certification, which not only strengthens
land rights but also opens up access to formal financing and investment opportunities for the
community. This literature review examines the effectiveness of land registration policies, focusing on
affordability and the quality of land administration services as determining factors for the successful
implementation of the programme. The results of the study show that the effectiveness of land
registration policies is highly dependent on the ability of the service system to provide fast, transparent,
and accessible administrative processes for all levels of society, especially the economically
disadvantaged. The affordability of registration is important so that the community is not prevented
from obtaining land certificates, while the quality of professional services supported by information
technology increases public trust and participation. Synergy between inclusive policies and
improvements in the quality of administrative services is important to achieve the goals of increasing
economic growth and welfare through land ownership security. In conclusion, land registration is an
important instrument in national development that can provide a legal and economic foundation for
the creation of higher asset values, broader financial inclusion, and social stability that supports
sustainable development. The government needs to continue to evaluate and innovate land
administration policies and services so that the benefits of land registration can be optimally and
equitably felt by all Indonesians.

Keywords: land registration, economic growth, community welfare, policy effectiveness, affordability,
quality of land administration services

Abstrak
Pendaftaran tanah memiliki peran strategis dalam mendorong pertumbuhan ekonomi dan
meningkatkan kesejahteraan masyarakat dengan memberikan kepastian hukum atas hak kepemilikan
tanah. Melalui program-program seperti Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL), pemerintah
berupaya mempercepat proses sertifikasi tanah secara menyeluruh dan merata, yang tidak hanya
memperkuat hak atas tanah tetapi juga membuka akses masyarakat terhadap pembiayaan formal
dan peluang investasi. Kajian pustaka ini mengkaiji efektivitas kebijakan pendaftaran tanah dengan
fokus pada keterjangkauan biaya dan kualitas layanan administrasi pertanahan sebagai faktor
penentu keberhasilan implementasi program. Hasil kajian menunjukkan bahwa efektivitas kebijakan
pendaftaran tanah sangat bergantung pada kemampuan sistem layanan untuk memberikan proses
administrasi yang cepat, transparan, dan mudah diakses oleh seluruh lapisan masyarakat, terutama
masyarakat ekonomi lemah. Keterjangkauan biaya pendaftaran menjadi hal penting agar masyarakat
tidak terhalang dalam mendapatkan sertifikat tanah, sementara kualitas layanan yang profesional dan
didukung oleh teknologi informasi meningkatkan kepercayaan dan partisipasi publik. Sinergi antara
kebijakan yang inklusif dan peningkatan mutu layanan administrasi penting untuk mewujudkan tujuan
peningkatan pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan melalui kepastian kepemilikan tanah.
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Kesimpulannya, pendaftaran tanah merupakan instrumen penting dalam pembangunan nasional yang
mampu menyediakan fondasi hukum dan ekonomi untuk penciptaan nilai aset yang lebih tinggi, inklusi
keuangan yang lebih luas, serta stabilitas sosial yang mendukung pembangunan berkelanjutan.
Pemerintah perlu terus melakukan evaluasi dan inovasi kebijakan serta layanan administrasi
pertanahan agar manfaat pendaftaran tanah dapat dirasakan secara optimal dan berkeadilan oleh
seluruh masyarakat Indonesia.

Kata kunci: pendaftaran tanah, pertumbuhan ekonomi, kesejahteraan masyarakat, efektivitas
kebijakan, keterjangkauan biaya, kualitas layanan administrasi pertanahan

Pendahuluan

Pendaftaran tanah merupakan aspek fundamental dalam pengelolaan sumber daya agraria
yang memberikan kepastian hukum kepada pemilik atau penggarap tanah. Di Indonesia, kebutuhan
atas tanah terus meningkat seiring dengan pertumbuhan penduduk dan aktivitas pembangunan yang
masif, sedangkan luas tanah yang tersedia relatif tetap dan terbatas (Burns, 2023). Oleh karena itu,
pendaftaran tanah berperan sebagai instrumen hukum yang mengatur kepemilikan, penguasaan, dan
penggunaan tanah demi menciptakan ketertiban administratif dan mengurangi potensi konflik agraria
yang dapat menghambat pembangunan ekonomi dan sosial masyarakat secara umum. Kepastian
hukum atas tanah menjadi prasyarat utama untuk mendorong investasi dan mendukung
pemberdayaan ekonomi masyarakat, termasuk kelompok ekonomi lemah yang secara historis kurang
memiliki akses terhadap sertifikat tanah resmi (Yang, 2023).

Seiring dengan itu, pemerintah Indonesia telah meluncurkan berbagai program pendaftaran
tanah secara sistematis, di antaranya Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL).
Program ini bertujuan menyelesaikan pendaftaran tanah yang belum bersertifikat di seluruh desa atau
kelurahan secara serentak (Ardani, 2025¢c). Melalui PTSL, diharapkan masyarakat mendapatkan
sertifikat tanah yang sah sebagai jaminan kepemilikan legal, yang tidak hanya memberikan
perlindungan hukum tetapi juga mendorong peningkatan kesejahteraan melalui akses yang lebih
mudah terhadap modal dan kredit usaha. Kepastian hukum yang diwujudkan melalui sertifikat tanah
juga menjadi instrumen penting dalam mencegah sengketa tanah yang berlarut-larut serta
mendukung pengelolaan sumber daya yang efisien dan berkelanjutan (Kencana & Priandhini, 2024).

Meskipun program pendaftaran tanah menawarkan banyak manfaat, pelaksanaannya
menghadapi berbagai tantangan, seperti keterbatasan anggaran, kapasitas institusi, serta hambatan
sosial dan budaya yang berkaitan dengan persepsi masyarakat terhadap administrasi pertanahan.
Masalah keterjangkauan biaya pendaftaran juga menjadi sorotan penting, terutama bagi kelompok
masyarakat miskin yang masih merasa terbebani oleh biaya dan prosedur yang dianggap rumit. Oleh
karena itu, efektivitas kebijakan tidak hanya dinilai dari cakupan pendaftaran, tetapi juga dari
kemampuan pemerintah menyediakan layanan pertanahan yang mudah diakses, terjangkau, dan
berkualitas (Balas, 2021).

Di sisi lain, kualitas layanan administrasi pertanahan adalah faktor kritis yang menentukan
keberhasilan program pendaftaran tanah dalam mendukung pertumbuhan ekonomi dan
kesejahteraan masyarakat. Layanan yang cepat, transparan, akuntabel, dan ramah pengguna
menjadi kebutuhan mutlak agar masyarakat memperoleh pengalaman yang positif dan mempercayai
sistem pertanahan yang ada (Dang, 2020a). Pelayanan publik yang berkualitas mampu mengurangi
birokrasi yang berbelit serta meminimalkan potensi praktek korupsi atau pungutan liar, yang selama
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ini menjadi penghambat layanan administratif pertanahan. Peningkatan kapasitas sumber daya
manusia dan pemanfaatan teknologi informasi modern menjadi kunci untuk mencapai standar layanan
yang optimal (Byamugisha, 1999).

Dari perspektif ekonomi, pendaftaran tanah yang efektif dapat memberikan dampak positif
terhadap pertumbuhan ekonomi melalui peningkatan nilai aset tanah yang bersertifikat, kemudahan
transaksi jual beli, dan akses pembiayaan formal. Sertifikat tanah berfungsi sebagai jaminan hukum
yang meyakinkan lembaga keuangan untuk memberikan kredit, sehingga membuka peluang bagi
masyarakat untuk mengembangkan usaha dan investasi yang meningkatkan pendapatan dan
kesejahteraan mereka. Pertumbuhan ekonomi yang ditopang oleh kepastian hak atas tanah ini juga
mendorong pembangunan infrastruktur dan fasilitas umum yang berkontribusi pada peningkatan
kualitas hidup masyarakat secara luas (Feder, 1998).

Namun demikian, dampak pendaftaran tanah terhadap pertumbuhan ekonomi dan
kesejahteraan harus dilihat secara holistik, termasuk potensi risiko yang mungkin muncul. Salah
satunya adalah kemungkinan terjadinya gentrifikasi yang menyebabkan peningkatan harga tanah
yang signifikan, sehingga masyarakat asli yang lebih miskin dapat terdorong keluar dari wilayah
tersebut. Oleh karena itu, kebijakan pendaftaran tanah harus dibarengi dengan langkah-langkah
perlindungan sosial dan penataan ruang yang adil untuk memastikan pembangunan yang inklusif dan
berkelanjutan. Keterpaduan antara kebijakan pertanahan dengan program pembangunan wilayah dan
sosio-ekonomi  menjadi sangat penting untuk meminimalisir dampak negatif sekaligus
memaksimalkan manfaatnya (Ali, 2021). Selain dimensi hukum dan ekonomi, pendaftaran tanah juga
berperan dalam menciptakan ketertiban sosial dan stabilitas politik. Ketidakpastian kepemilikan tanah
seringkali menjadi sumber konflik horizontal antara individu, kelompok masyarakat adat, dan pihak
lain yang berkepentingan. Dengan adanya pendaftaran tanah yang sistematis dan lengkap, konflik-
konflik tersebut dapat diminimalkan karena hak atas tanah telah tercatat secara resmi dan dapat
dipertanggungjawabkan secara hukum. Pengelolaan tanah yang baik juga memperkuat tata kelola
pemerintahan daerah yang efektif dan meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah
(Puspita, 2024).

Konteks global dan nasional menunjukkan bahwa negara-negara yang memiliki sistem
pendaftaran tanah yang jelas dan terpercaya cenderung memiliki tingkat pertumbuhan ekonomi yang
lebih stabil dan berkelanjutan. Indonesia, dengan wilayah yang sangat luas dan keanekaragaman
sosial yang kompleks, harus terus menguatkan sistem administrasi pertanahan untuk menyesuaikan
dengan kebutuhan pembangunan modern dan globalisasi ekonomi (Ardani, 2025b). Selain aspek
administratif dan biaya, faktor teknologi informasi menjadi pendukung utama dalam peningkatan
kualitas layanan pertanahan. Digitalisasi data pertanahan, penggunaan sistem informasi geografis
(GIS), serta layanan online menjadi solusi efisiensi yang dapat mengatasi kendala geografis dan
mempercepat proses pendaftaran tanah. Inovasi teknologi ini juga memungkinkan transparansi
informasi bagi masyarakat sehingga mereka dapat memantau status pendaftaran tanah secara
mudah dan mengurangi potensi praktik yang merugikan (Sampurno, 2024).

Penelitian ini bertujuan memberikan gambaran komprehensif dari kajian pustaka mengenai
bagaimana pendaftaran tanah dapat menjadi instrumen strategis dalam mendorong pertumbuhan
ekonomi dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Akhirnya, penting untuk diingat bahwa
pendaftaran tanah tidak berdiri sendiri sebagai solusi tunggal dalam mendukung pertumbuhan
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ekonomi dan kesejahteraan masyarakat. Diperlukan integrasi dengan berbagai kebijakan
pembangunan lainnya termasuk peningkatan kapasitas kelembagaan, pemerataan infrastruktur,
pendidikan, serta pemberdayaan ekonomi lokal agar manfaat pendaftaran tanah dapat dirasakan
secara menyeluruh dan berkelanjutan.

Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kajian pustaka
(literature review) yang bersifat komprehensif dan sistematis. Penelitian ini mengumpulkan dan
menganalisis data sekunder yang diperoleh dari berbagai sumber literatur terpercaya seperti buku,
jurnal ilmiah, laporan kebijakan pemerintah, serta dokumen resmi terkait administrasi pertanahan dan
pendaftaran tanah di Indonesia. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui pencarian di database
elektronik dan perpustakaan digital menggunakan kata kunci yang relevan (Eliyah & Aslan, 2025).
Analisis data dilakukan secara kritis dengan pendekatan tematik untuk mengidentifikasi dan
mensintesis informasi mengenai efektivitas kebijakan pendaftaran tanah, keterjangkauan biaya, dan
kualitas layanan administrasi pertanahan. Hasil kajian ini kemudian digunakan untuk menggambarkan
gambaran menyeluruh mengenai peran pendaftaran tanah dalam mendorong pertumbuhan ekonomi
dan kesejahteraan masyarakat serta memberikan rekomendasi berdasarkan temuan literatur. Metode
ini cocok digunakan mengingat fokus penelitian pada pengumpulan dan sintesis pengetahuan yang
sudah ada tanpa melaksanakan pengumpulan data primer lapangan (Cronin et al., 2008).

Hasil dan Pembahasan
Efektivitas Kebijakan Pendaftaran Tanah dalam Mendorong Pertumbuhan Ekonomi dan
Kesejahteraan

Kebijakan pendaftaran tanah merupakan salah satu instrumen penting dalam memberikan
kepastian hukum atas hak kepemilikan tanah. Kepastian hukum ini menjadi dasar utama bagi
masyarakat untuk merasa aman dalam menggunakan, mengelola, dan memanfaatkan tanah sebagai
aset produktif. Dalam konteks pertumbuhan ekonomi, kepemilikan tanah yang jelas dan terdaftar
memberikan peluang bagi pemilik untuk mengakses modal melalui agunan tanah, sehingga
memungkinkan peningkatan usaha dan investasi yang mendukung aktivitas ekonomi lokal maupun
nasional (Asiama, 2021).

Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) yang dijalankan pemerintah
Indonesia merupakan salah satu upaya strategis untuk mempercepat proses pendaftaran tanah
secara merata dan menyeluruh. Keberhasilan pelaksanaan PTSL tidak hanya diukur melalui kuantitas
sertifikat yang terbit, tetapi juga melalui dampak nyata yang ditimbulkan terhadap pertumbuhan
ekonomi masyarakat. Sertifikat tanah menjadi jaminan legal yang mendorong masyarakat untuk lebih
berani berinvestasi dalam berbagai sektor usaha, seperti pertanian, perumahan, dan perdagangan
(Deininger & Feder, 2009).

Efektivitas kebijakan pendaftaran tanah juga terlihat dari kemampuannya dalam mengurangi
konflik dan sengketa pertanahan yang selama ini menjadi kendala utama pembangunan. Dengan
adanya dokumen resmi berupa sertifikat tanah, potensi terjadinya klaim ganda atau tumpang tindih
kepemilikan dapat diminimalisir, sehingga menciptakan iklim yang kondusif bagi pengembangan
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ekonomi. Penurunan sengketa pertanahan berkontribusi pada stabilitas sosial, yang selanjutnya
berdampak positif pada pertumbuhan kesejahteraan Masyarakat (Klaus Deininger et al., 2016).

Kebijakan pendaftaran tanah yang efektif harus didukung oleh regulasi yang jelas,
implementasi yang konsisten, serta mekanisme pengawasan yang ketat. Pemerintah perlu
memastikan bahwa proses pendaftaran berjalan sesuai dengan prosedur teknis dan administrasi yang
telah ditetapkan agar hasil pendaftaran dapat dipercaya dan diakui secara hukum. Selain itu,
kebijakan ini juga harus bersifat inklusif, memberikan kemudahan akses bagi semua lapisan
masyarakat termasuk kelompok marginal dan yang secara ekonomi lemah (Barnes, 1999).

Dampak ekonomi dari pendaftaran tanah juga dapat dilihat dari peningkatan nilai ekonomi
tanah setelah disertifikasi. Studi menunjukkan bahwa tanah yang telah memiliki sertifikat cenderung
memiliki harga jual yang lebih tinggi dibandingkan tanah yang tidak bersertifikat. Kenaikan nilai ini
mendorong peningkatan daya beli masyarakat dan memperkuat basis ekonomi lokal, karena
masyarakat mendapatkan keuntungan dari peningkatan aset yang mereka miliki (Bu, 2022). Selain
nilai ekonomi langsung, kepastian hukum tanah juga berkontribusi dalam memperbaiki akses
masyarakat terhadap layanan keuangan formal. Lembaga keuangan lebih percaya memberikan
pinjaman dengan jaminan sertifikat tanah karena tingkat risiko yang lebih rendah. Dengan demikian,
kebijakan pendaftaran tanah secara tidak langsung meningkatkan inklusi keuangan dan memperluas
kesempatan usaha bagi masyarakat, khususnya di sektor mikro dan kecil yang merupakan tulang
punggung perekonomian (Paccoud, 2022).

Dalam konteks pembangunan berkelanjutan, efektivitas kebijakan pendaftaran tanah juga
berperan dalam pengelolaan sumber daya alam secara optimal dan berwawasan lingkungan. Dengan
pemetaan dan pendaftaran yang sistematis, pemanfaatan tanah dapat direncanakan dengan baik
sehingga meminimalkan eksploitasi berlebihan yang dapat merusak lingkungan. Hal ini juga
membuka peluang bagi pengembangan kawasan ekonomi yang terintegrasi dengan perlindungan
ekosistem di sekitar (Bennett, 2021). Kesiapan dan kapasitas aparat serta lembaga yang menangani
administrasi pertanahan menjadi faktor kunci dalam efektivitas kebijakan ini. Pelatihan, peningkatan
kompetensi, serta penggunaan teknologi informasi terkini sangat diperlukan agar proses administrasi
pertanahan dapat berjalan efisien, akurat, dan transparan. Lembaga yang profesional dan modern
akan meminimalkan kesalahan administrasi serta mempercepat layanan kepada masyarakat, yang
pada gilirannya menambah kepercayaan publik terhadap sistem pertanahan (Subedi, 2016).

Kebijakan pendaftaran tanah yang tepat guna menyesuaikan dengan karakteristik lokal dan
kebutuhan masyarakat juga dapat meningkatkan efektivitasnya. Pendekatan yang kultural responsif,
misalnya dengan melibatkan tokoh masyarakat dan adat, akan mempermudah sosialisasi dan
pelaksanaan pendaftaran. Daya dukung sosial ini penting agar masyarakat memahami manfaat
pendaftaran tanah dan mendorong partisipasi aktif mereka dalam proses administrasi pertanahan
(Sofyan, 2025).

Hambatan teknis dan non-teknis dalam pelaksanaan kebijakan pendaftaran tanah harus
diidentifikasi dan diatasi agar efektivitasnya tidak terganggu. Hambatan teknis seperti keterbatasan
sumber daya manusia, perangkat teknologi, dan infrastruktur pemetaan dapat diatasi melalui investasi
dan kolaborasi antar instansi. Hambatan non-teknis seperti ketidakpahaman masyarakat dan praktik
korupsi harus ditanggulangi melalui edukasi dan pengawasan yang ketat (Ardani, 2025a).
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Evaluasi efektivitas kebijakan pendaftaran tanah tidak hanya dari aspek kuantitatif sertifikasi,
tetapi juga dari kualitas hasil yang dicapai. Kepuasan masyarakat terhadap proses dan hasil
pendaftaran, tingkat penurunan sengketa, serta tumbuhnya aktivitas ekonomi yang berkaitan dengan
tanah merupakan indikator penting keberhasilan kebijakan ini. Monitoring dan evaluasi berkelanjutan
harus dilakukan untuk memperbaiki kebijakan dan prosedur secara dinamis sesuai dengan
perkembangan kebutuhan (Pujasari, 2025).

Kebijakan pendaftaran tanah yang efektif juga harus memperhatikan aspek keadilan sosial
agar tidak memicu kesenjangan ekonomi yang justru dapat memperburuk kondisi kesejahteraan
masyarakat. Misalnya, kenaikan nilai tanah yang drastis yang tidak diikuti oleh kebijakan perlindungan
sosial dapat mendorong penggusuran atau marginalisasi kelompok rentan. Oleh karena itu, kebijakan
harus diimbangi dengan mekanisme perlindungan dan pemberdayaan masyarakat secara
menyeluruh (D’Arcy et al., 2024).

Peran pemerintah daerah dalam pelaksanaan kebijakan pendaftaran tanah sangatlah vital.
Pemerintah daerah yang responsif dan proaktif dapat mempercepat proses pendaftaran dan
meningkatkan cakupan layanan dalam wilayahnya. Sinergi antara pemerintah pusat dan daerah harus
berjalan seiring untuk menjamin keseragaman dan keterpaduan pelaksanaan kebijakan serta
pemanfaatan sumber daya yang optimal (Harahap, 2021b). Kebijakan pendaftaran tanah juga
berpengaruh pada stabilitas politik lokal karena kepastian hak atas tanah dapat mengurangi konflik
dan ketegangan antar kelompok masyarakat. Stabilitas politik yang tercipta memungkinkan proses
pembangunan berjalan tanpa gangguan, menciptakan suasana kondusif untuk investasi dan kegiatan
ekonomi lainnya. Oleh karena itu, efektivitas kebijakan ini melewati batas administratif dan menyentuh
aspek sosial politik yang lebih luas (Khalimi, 2025).

Akhirya, keberhasilan kebijakan pendaftaran tanah dalam mendorong pertumbuhan
ekonomi dan kesejahteraan masyarakat harus dipandang sebagai bagian integral dari agenda
pembangunan nasional yang lebih besar. Penataan administrasi pertanahan yang baik merupakan
fondasi dalam pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan, pengentasan kemiskinan, dan
pemerataan kesejahteraan di seluruh wilayah Indonesia.

Keterjangkauan Biaya dan Kualitas Layanan Administrasi Pertanahan

Keterjangkauan biaya dalam administrasi pertanahan merupakan faktor krusial yang
menentukan tingkat partisipasi masyarakat dalam proses pendaftaran tanah. Biaya yang terlalu tinggi
akan menjadi hambatan signifikan terutama bagi masyarakat ekonomi lemah yang berisiko tidak dapat
mengakses layanan tersebut. Oleh karena itu, prinsip keterjangkauan harus menjadi perhatian utama
pemerintah dalam menyusun tarif dan kebijakan layanan pertanahan agar tidak menimbulkan eksklusi
sosial (Khalimi, 2025).

Tarif untuk berbagai layanan administrasi pertanahan di Indonesia telah diatur secara resmi,
termasuk pendaftaran tanah, pengukuran, dan penerbitan sertifikat. Namun, meskipun terdapat
standar tarif, biaya tambahan seperti transportasi dan akomodasi sering kali menjadi beban
tersembunyi yang memperberat masyarakat, terutama di daerah terpencil. Hal ini menciptakan
disparitas akses yang perlu diatasi melalui kebijakan subsidi atau pembebasan biaya untuk kelompok
rentan (Harahap, 2021a). Selain tarif, keterjangkauan juga terkait dengan kemudahan proses
administrasi yang tidak berbelit dan memakan waktu lama. Prosedur yang rumit dan panjang dapat
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secara tidak langsung menambah biaya, baik dalam bentuk waktu maupun tenaga yang harus
dikeluarkan masyarakat. Oleh sebab itu, penyederhanaan prosedur dan digitalisasi layanan
pertanahan menjadi solusi efektif untuk menekan biaya operasional dan waktu yang dibutuhkan
(Burns, 2023).

Kualitas layanan administrasi pertanahan mencakup berbagai aspek seperti kecepatan
pelayanan, transparansi informasi, akuntabilitas petugas, dan kepuasan pengguna. Pelayanan yang
cepat dan transparan meningkatkan rasa kepercayaan masyarakat terhadap lembaga pertanahan,
yang pada gilirannya mendorong partisipasi aktif dalam program pendaftaran tanah. Kualitas layanan
yang baik juga mengurangi peluang untuk praktek pungutan liar yang sering menjadi keluhan di
banyak daerah (Yang, 2023).

Evaluasi kualitas layanan di sejumlah kantor pertanahan menunjukkan bahwa meskipun ada
peningkatan, masih terdapat tantangan dalam hal kapasitas sumber daya manusia dan fasilitas
pendukung. Kurangnya pegawai yang kompeten serta keterbatasan sarana teknologi informasi
menyebabkan pelayanan menjadi lambat dan kurang efisien. Ini berdampak langsung pada tingkat
kepuasan masyarakat dan efektivitas administrasi pertanahan (Ardani, 2025c).

Penerapan teknologi informasi, seperti sistem pendaftaran online dan penggunaan pemetaan
digital GIS, membantu meningkatkan kualitas layanan pertanahan dengan mempermudah akses
informasi dan mempercepat proses administrasi. Inovasi digital juga membuka peluang transparansi
yang lebih besar sehingga masyarakat dapat mengawasi proses pendaftaran tanah dan mengurangi
praktik korupsi atau maladministrasi (Kencana & Priandhini, 2024). Namun, transformasi digital juga
menimbulkan tantangan tersendiri, khususnya bagi masyarakat di daerah dengan keterbatasan akses
internet dan kompetensi digital yang rendah. Oleh karena itu, pelaksanaan teknologi informasi harus
diiringi dengan pendidikan dan pelatihan bagi masyarakat serta penguatan infrastruktur digital agar
keterjangkauan dan kualitas layanan dapat dinikmati secara merata (Balas, 2021).

Keterjangkauan biaya administrasi pertanahan harus dipandang dalam konteks
keseimbangan antara pemungutan biaya untuk menjamin kelangsungan layanan dan pengurangan
hambatan akses bagi masyarakat. Kebijakan tarif yang progresif atau berbasis kemampuan ekonomi
dapat menjadi alternatif agar kelompok rentan tetap mendapatkan layanan tanpa beban berlebihan
(Dang, 2020b).

Pelayanan administrasi pertanahan yang berkualitas berasal dari integrasi antara prosedur
yang jelas, sistem yang efisien, dan pegawai yang profesional serta berintegritas tinggi. Pelatihan
berkelanjutan dan peningkatan kompetensi sumber daya manusia menjadi kunci agar pelayanan
dapat memenuhi standar yang ditetapkan dan kebutuhan masyarakat secara optimal (Byamugisha,
1999).

Asas kecepatan, kemudahan, dan keterjangkauan menjadi dasar dalam penyelenggaraan
layanan publik pertanahan. Menjamin ketiga aspek ini secara simultan akan memberikan dampak
positif terhadap optimalisasi administrasi pertanahan dan memperkuat peran sertifikat tanah dalam
pembangunan sosial ekonomi masyarakat. Beberapa penelitian menunjukkan adanya korelasi positif
antara kualitas layanan administrasi pertanahan dengan tingkat partisipasi masyarakat dalam
program pendaftaran tanah. Semakin baik kualitas layanan, semakin tinggi pula tingkat kepuasan dan
kepercayaan masyarakat, yang mendorong percepatan proses pendaftaran dan pensertifikatan tanah
(Ali, 2021).
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Hambatan seperti birokrasi yang rumit, kurangnya transparansi, serta kurangnya komunikasi
efektif antara petugas dan masyarakat masih menjadi kendala utama dalam meningkatkan kualitas
layanan administrasi pertanahan. Kebijakan pembenahan birokrasi dan inovasi layanan berbasis
teknologi menjadi alternatif untuk memecahkan masalah ini. Kualitas layanan administrasi juga harus
memperhatikan aspek keadilan, yaitu memastikan bahwa seluruh lapisan masyarakat, tanpa
diskriminasi, dapat mengakses layanan dengan perlakuan yang adil dan sesuai kebutuhan mereka.
Pelayanan yang berkeadilan sosial akan memperkuat legitimasi sistem pertanahan secara
keseluruhan (Puspita, 2024).

Pengukuran kualitas layanan melalui indikator kepuasan pengguna menjadi alat penting
untuk menilai dan memperbaiki pelayanan administrasi pertanahan secara berkelanjutan. Data
feedback dari masyarakat dapat dijadikan dasar untuk perbaikan prosedur dan peningkatan kapasitas
sumber daya manusia (Ardani, 2025b).

Akhirnya, integrasi antara keterjangkauan biaya dan kualitas layanan administrasi pertanahan
merupakan kunci keberhasilan program pendaftaran tanah secara nasional. Pemerintah dan
stakeholders terkait harus berkomitmen untuk terus melakukan inovasi dan perbaikan agar sistem
pendaftaran tanah mampu memenuhi parameter tersebut demi mendukung pembangunan ekonomi
dan kesejahteraan masyarakat secara inklusif.

Kesimpulan

Peran pendaftaran tanah dalam mendorong pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan
masyarakat sangat signifikan, terutama melalui pemberian kepastian hukum atas kepemilikan tanah.
Dengan adanya sertifikat tanah sebagai bukti legalitas hak atas tanah, masyarakat, khususnya pelaku
agribisnis dan usaha mikro, dapat memanfaatkan tanah mereka sebagai aset produktif yang
mendukung investasi dan pengembangan usaha. Kepastian hukum ini juga memberikan rasa aman,
mengurangi konflik agraria, dan memperlancar akses terhadap pembiayaan formal, sehingga secara
langsung mendukung peningkatan pendapatan dan kesejahteraan masyarakat. Program pemerintah
seperti Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) telah menjadi langkah strategis dalam
memperluas akses sertifikat tanah kepada masyarakat luas, dengan tujuan utama mendorong
pembangunan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan.

Efektivitas kebijakan pendaftaran tanah tidak hanya diukur dari jumlah sertifikat yang
diterbitkan, tetapi juga dari bagaimana kebijakan tersebut menyentuh aspek keterjangkauan biaya
dan kualitas layanan administrasi pertanahan. Keterjangkauan biaya menjadi kunci agar seluruh
lapisan masyarakat, termasuk kelompok ekonomi lemah, dapat memperoleh kepastian hukum atas
tanah tanpa terbebani oleh tarif yang tinggi. Di samping itu, kualitas layanan yang cepat, transparan,
dan profesional sangat memengaruhi tingkat partisipasi masyarakat dan efektivitas pelaksanaan
pendaftaran tanah. Implementasi teknologi informasi dan peningkatan kapasitas sumber daya
manusia di lembaga pertanahan merupakan faktor penting untuk menunjang layanan administrasi
pertanahan yang berkualitas, efisien, dan ramah pengguna.

Secara keseluruhan, pendaftaran tanah berperan sebagai instrumen fundamental dalam
mewujudkan pertumbuhan ekonomi yang berkeadilan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.
Dengan sinergi kebijakan yang kuat, sistem layanan administrasi yang terjangkau dan berkualitas,
serta dukungan teknologi yang memadai, pendaftaran tanah dapat memfasilitasi pemerataan
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kepemilikan aset produktif, memperkuat inklusi keuangan, dan menciptakan iklim investasi yang
kondusif. Oleh karena itu, pemerintah perlu terus melakukan penyempurnaan kebijakan dan
pelaksanaan administrasi pertanahan agar manfaat pendaftaran tanah dapat dirasakan secara
optimal dan berkelanjutan oleh seluruh masyarakat Indonesia.
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